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RINGKASAN 

Herlyna Wati. Juni 2026. PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN 

KIMIA BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi, 

Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan air keras sebagai 

sarana dalam tindak pidana kekerasan yang menimbulkan luka berat, cacat 

permanen, bahkan kematian. Air keras, yang secara teknis merupakan larutan asam 

kuat yang pekat, memiliki sifat korosif yang sangat tinggi sehingga mampu 

merusak jaringan kulit, melarutkan logam, bahkan menyebabkan kecacatan 

permanen hingga kematian bagi korbannya. Air keras sebagai bahan kimia 

berbahaya (B2) yang memiliki sifat korosif tinggi dan berpotensi diklasifikasikan 

sebagai bahan berbahaya menurut standar internasional (GHS). Latar belakang 

masalah dalam penelitian ini menyoroti adanya kontradiksi antara fungsi ekonomi 

dan fungsi keamanan. Di satu sisi, air keras merupakan komoditas penting dalam 

berbagai sektor industri, pertambangan, dan laboratorium pendidikan. Namun di 

sisi lain, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh bahan ini tanpa prosedur 

pengawasan yang ketat telah menciptakan celah hukum yang membahayakan 

keamanan publik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa transaksi air keras 

dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui platform e-commerce maupun toko 

kimia konvensional tanpa adanya kewajiban bagi pembeli untuk menunjukkan 

identitas atau menjelaskan tujuan penggunaan. Kasus-kasus penyiraman air keras 

yang melibatkan pelajar maupun aktor kriminal lainnya menjadi bukti nyata bahwa 

regulasi mengenai peredaran bahan kimia berbahaya (B2) saat ini masih memiliki 

kelemahan yang signifikan dalam aspek preventif maupun penegakan hukum 

pidana. 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok. Pertama, 

bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur peredaran air keras sebagai 

bahan kimia berbahaya di Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban 

pidana pelaku usaha perorangan yang mengedarkan air keras tanpa pengawasan 

sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta menelaah sejauh mana pelaku 

usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana atas kelalaian 

dalam peredaran barang berbahaya. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai efektivitas regulasi 

peredaran air keras serta merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang 

adil bagi pelaku usaha demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan 

masyarakat. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau 

saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terhadap 

permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, serta 
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pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada prinsip-prinsip 

hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan 

Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, serta peraturan 

pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur distribusi 

bahan berbahaya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen resmi, buku, jurnal 

hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana 

Indonesia dalam mengatur peredaran air keras masih cenderung bersifat 

administratif dan tersebar dalam berbagai regulasi yang kurang terintegrasi secara 

pidana. Meskipun terdapat ancaman sanksi bagi pelanggaran peredaran bahan 

berbahaya, implementasinya di lapangan seringkali terbentur pada pengawasan 

yang lemah di tingkat pengecer kecil dan pasar digital. Dalam perspektif hukum 

pidana, peredaran air keras yang tidak terkontrol dapat dikategorikan sebagai 

bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (duty of care). Berdasarkan 

analisis ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum yang spesifik yang mengatur 

tentang kewajiban penjual untuk melakukan "mengenali pelanggan" (know your 

customer) dalam transaksi bahan kimia korosif. Hal ini menyebabkan penegakan 

hukum seringkali hanya berhenti pada pelaku penyiraman (eksekutor), sementara 

penyedia sarana (penjual) jarang tersentuh oleh hukum pidana meskipun mereka 

mengabaikan prosedur keamanan yang diwajibkan. Lebih lanjut, mengenai 

pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan 

(mens rea), baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan atau kelalaian 

(culpa). Jika seorang pelaku usaha secara sadar menjual air keras kepada orang 

yang patut diduga akan menggunakannya untuk kejahatan, atau jika mereka lalai 

mematuhi SOP distribusi yang mengakibatkan bahan tersebut jatuh ke tangan yang 

salah, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi. Pertanggungjawaban ini dapat 

dikenakan baik kepada perseorangan maupun korporasi dengan merujuk pada teori 

identitas atau teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Dalam 

pembahasannya, penelitian ini menekankan bahwa untuk menekan angka 

kriminalitas menggunakan air keras, hukum pidana tidak boleh hanya bekerja di 

hilir (saat kejahatan terjadi), tetapi harus diperkuat di hulu (saat transaksi bahan 

kimia dilakukan). 

 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui pengaturan 

yang mewajibkan verifikasi identitas pembeli, pencatatan tujuan penggunaan, serta 

sistem pengawasan distribusi yang lebih terintegrasi guna mencegah 

penyalahgunaan air keras sebagai sarana tindak pidana dan meningkatkan 

perlindungan terhadap masyarakat. Disarankan adanya pembaharuan kebijakan 

yang mewajibkan setiap transaksi air keras atau bahan kimia berbahaya lainnya 

tercatat secara digital dengan identitas pembeli yang jelas (KTP) serta peruntukan 
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yang masuk akal. Selain itu, pemberian sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha 

yang membandel dalam mengedarkan air keras tanpa izin atau tanpa pengawasan 

ketat harus diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar air keras tetap dapat 

bermanfaat bagi dunia industri tanpa menjadi ancaman yang menakutkan bagi 

keamanan dan keselamatan masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan yang 

terintegrasi, diharapkan angka penyalahgunaan air keras sebagai instrumen 

kejahatan dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji fenomena penyalahgunaan air keras sebagai senjata 

kriminal yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan peredarannya di Indonesia. 

Dalam penelitian ini, istilah air keras merujuk pada asam kuat yang termasuk dalam 

kategori bahan kimia berbahaya (B2). Latar belakang penelitian ini menyoroti 

kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh bahan kimia berbahaya (B2) baik 

secara langsung maupun melalui platform daring, yang sering kali berujung pada 

tindak pidana penganiayaan berat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mengatur peredaran air keras serta 

menelaah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha perorangan yang 

mengedarkan air keras tanpa pengawasan sehingga memfasilitasi terjadinya tindak 

pidana. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi, 

termasuk UU No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 

2022. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi saat ini belum berjalan 

efektif karena minimnya kontrol terhadap identitas pembeli dan tujuan penggunaan 

barang di tingkat pengecer. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada 

pelaku usaha perorangan berdasarkan unsur kesengajaan (dolus) maupun kelalaian 

(culpa) apabila terbukti menjual atau mendistribusikan air keras tanpa pengawasan 

yang semestinya sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui sistem pengawasan 

distribusi yang lebih efektif guna mencegah penyalahgunaan air keras dan 

memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Air Keras, Bahan Kimia Berbahaya, Pelaku Usaha, Hukum Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana. 
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